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ABSTRAK

Perlindungan hukum atas hak-hak konsumen di Indonesia, sebenarnya
telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen. Begitu juga hak-hak pasien telah diatur dalam Undang-undang Nomor
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasien seringkali menjadi korban yang tidak
banyak tahu bahwa ia telah menjadi korban. Pasien mempunyai hak-hak yang
diatur dalam perundang-undangan Indonesia antara lain hak atas informasi, hak
atas persetujuan, hak atas rahasia kedokteran, hak atas pendapat kedua, hak untuk
melihat rekam medik. Pasien sebagai konsumen berhak atas kenyamanan dan
keselamatan atas pelayanan jasa serta berhak mendapatkan kompensasi atau ganti
kerugian apabila jasa yang digunakan tidak sesuai sebagaimana mestinya.
Hubungan pasien selaku konsumen tidak selalu harmonis dengan pelaku
kesehatan selaku pemberi jasa. Perlu diketahui seringkali pasien tidak tahu tentang
upaya hukum yang harus ditempuh apabila terjadi pelanggaran hukum oleh pihak
penyedia jasa kesehatan dalam hal ini adalah jasa pengobatan tradisional. Oleh
karena itu penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum
terhadap pasien dalam pelayanan jasa pengobatan tradisional ditinjau dari undang-
undang kesehatan serta kendala-kendala yang terjadi terhadap perlindungan
pasien pengobatan tradisional.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yang diteliti
pada awalnya adalah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian
terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Spesifikasi penelitian
yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Metode analisis yang digunakan adalah
analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang pada dasarnya mempergunakan
pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, analogi / interpretasi,
komparasi dan sejenisnya. Metode berfikir yang dipergunakan adalah metode
induktif, yaitu dari data / fakta menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi,
termasuk juga melakukan sintesis dan mengembangkan teori (bila diperlukan dan
datanya menunjang). Dari analisis tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan
sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.

Perlindungan pasien  dilihat dari wewenangan pemerintah dalam
perlindungan hukum pelayanan kesehatan tradisional dapat dilihat berdasarkan
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu melakukan
pembinaan, pengawasan pelayanan kesehatan tradisional. Bentuk perlindung
hukum selanjutnya di lihat dari tanggung jawab pelayanan kesehatan, penyehat
tradisional dan tenaga kesehatan tradisional harus memenuhi hak-hak para pasien
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Kendala yang sering dialami Pemerintah, pelaku pengobatan tradisional yang
sudah ditutup atau tidak memiliki ijin sering berpindah pindah tempat sehingga
menyulitkan pemerintah dalam mengawasi.
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan telah
berkembang dengan pesat dan didukung oleh sarana kesehatan yang semakin
canggih. Perkembangan ini turut mempengaruhi jasa professional di bidang
kesehatan yang dari waktu ke waktu semakin berkembang pula. Berbagai cara
perawatan dikembangkan sehingga akibatnya juga bertambah besar, dan
kemungkinan untuk melakukan kesalahan semakin besar pula.'

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka memberikan
kepastian dan perlindungan hukum baik bagi pemberi jasa pelayanan
kesehatan maupun bagi penerima jasa pelayanan kesehatan, untuk
meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar bagi pembangunan di
bidang kesehatan diperlukan adanya perangkat hukum kesehatan yang
dinamis.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan
dan sumber daya yang terdapat dalam Pasal 21 - Pasal 45 (Bab V tentang
Sumber Daya Di Bidang Kesehatan) dan Pasal 46 — Pasal 125 (Bab VI tentang

Upaya Kesehatan) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Keschatan

'Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2005), hIm. 5



yang harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai
hasil yang optimal.?

Salah satu bidang yang tercakup dalam aspek pembangunan kesehatan
adalah bidang pelayanan dalam hal pemberian jasa kesehatan. Salah satu
contohnya ialah pelayanan kesehatan tradisional. Pengobatan tradisional
dalam perkembangannya terbagi dua, yaitu: ada yang bersifat tradisional
irrasional dan tradisional rasional. Pengobatan tradisional rasional yang
dimaksud adalah pengobatan tradisional yang dapat diteliti secara ilmiah.’

Perkembangan yang terjadi, masyarakat sekarang ini cenderung beralih
ke pengobatan tradisonal/non-medis. Hal tersebut sesuai dengan data yang
dikeluarkan oleh_Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tentang
penggunaan pengobatan tradisional termasuk yang meningkat dari tahun ke
tahun (digunakan oleh 40 % penduduk Indonesia).”

Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengobatan
komplementer—alternatif banyak memakan korban. Seperti dalam kasus yang
di alami Risma Tobing pada tahun 2011. Suaminya, Rasiman, meninggal
dunia setelah berobat ke klinik TCM Harapan Baru Medan. Rasiman
menghembuskan nafas terakhir setelah buang air besar berupa gumpalan
darah. Risma merasa kematian suaminya adalah malpraktek yang dilakukan

klinik TCM Harapan Baru. Klinik ini juga terbukti menipu pasien-pasien

? Lihat Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Keschatan.

} Soerjono Soekanto dan Herkutanto, Pengantar Hukum Kesehatan, (Bandung: Remadja
Karya, 1987), him. 114.

* hitp://buk.depkes.go.id, di akses 21 Juni 2014.




lainnya dengan menggunakan obat kimia berdosis tinggi. Hal ini sangat
merugikan konsumen (pasien). Total ada ratusan juta jumlah kerugian yang
diderita oleh pasien yang tertipu, dan tentunya juga ada korban jiwa.’

Lalu, kasus lain yaitu kematian Allya Siska Nadya yang sempat
menghebohkan di awal tahun 2016. Ceritanya, Siska berobat di Chiropractic
First The Spine & Nerve Clinic Cabang Pondok Indah Mall, Kamis (6/8/2015)
malam. Di klinik terapi asing tersebut, Siska ditangani dr Randal Cafferty,
seorang warga negara Amerika Serikat. Sepulang dari klinik asing tersebut, ia
mengeluh kesakitan di bagian leher. Jumat (7/8) dini hari, orang tuanya
membawa Siska ke Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dokter
menyimpulkan, pembuluh darah di bagian leher telah pecah. Sampai pada
akhirnya, pukul 04.45 WIB, Siska meninggal dunia.’

Beberapa kasus di atas, menunjukkan bahwa pasien seringkali menjadi
korban yang tidak banyak tahu bahwa ia telah menjadi korban. Padahal, pasien
mempunyai hak-hak yang di atur dalam perundang-undangan Indonesia antara
lain hak atas informasi, hak atas persetujuan, hak atas rahasia kedokteran, hak
atas pendapat kedua, hak untuk melihat rekam medik.” Secara khusus
mengenai hak-hak konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut ketentuan Pasal 4, Pasien

sebagai konsumen berhak atas kenyamanan dan keselamatan atas pelayanan

* Kompasiana.com diakses pada 21 juni 2014

6http://0bsessi0nnews.com/kasus-siska-harus-hati-hati-pilih-tempat-pengobatan-
alternatif/, diakses pada tanggal 3 Februari 2017.

" Muhammad Harry, Konsumen dan Pasien, ( Yogyakarta: Liberti, 2008), hlm. 13.



jasa serta berhak mendapatkan kompensasi atau ganti kerugian apabila jasa
yang digunakan tidak sesuai sebagaimana mestinya.®

Dengan melihat kenyataan yang ada dan terkait hal-hal yang telah di
sebutkan di atas, maka hubungan pasien selaku konsumen tidak selalu
harmonis dengan pelaku kesehatan selaku pemberi jasa. Serta perlu diketahui
juga, seringkali pasien tidak tahu-menahu tentang upaya hukum yang harus
ditempuh apabila terjadi pelanggaran hukum oleh pihak penyedia jasa
kesehatan dalam hal ini adalah jasa pengobatan tradisional.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penyusun tertarik
menulis skripsi ini dengan judul Perlindungan Hukum Pasien Terhadap
Jasa Pengobatan Tradisional (Studi Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2009 Tentang Kesehatan)

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan apa yang di uraikan pada latar belakang tersebut maka
penyusun memiliki rumusan sebagai berikut:
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan jasa
pengobatan tradisional di tinjau dari undang-undang kesehatan?
2. Kendala-kendala apa saja yang terjadi terhadap perlindungan pasien dalam

pelayanan jasa pengobatan tradisional?

¥ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.



C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.

Tujuan Penelitian

a. Menjelaskan bagaimana proses perlindungan hukum terhadap pasien

dalam pelayanan jasa pengobatan tradisional di tinjau dari undang-

undang perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan.

. Mengetahui kendala-kendala yang terjadi dan memberikan analisa

terhadap pelayanan jasa pengobatan tradisional.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada
umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai perlindungan
hukum terhadap pasien jasa pengobatan alternatif. Serta dapat menjadi
tambanahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat
dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya,

khususnya yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan pasien

. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penyusun
khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk bagi
pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-

langkah kebijakan yang tepat dan efisien.



D. Telaah pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil
peneliti yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan
memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.’ Adapun literatur
yang di dalamnya membahas tentang perlindungan hukum dalam segi
konsumen dan hukum kesehatan antara lain :

Widiastuti dengan judul “Penerapan Undang-Undang Nomor 08 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Hubungan Hukum Dokter
Dan Pasien”.'” Tesis tersebut fokus dalam perlindungan pasien dan
implementasi dari undang-undang Nomor 08 tahun 1999 serta hubungan
antara dokter dan pasien serta konflik dan penyelesaiannya yang terjadi antara
dokter dan pasien. Yang membedakan dari penulisan hukum yang akan
penulis susun adalah penyusun menitik beratkan kepada perlindungan pasien
di pengobatan tradisional dan juga melihat dari segi undang undang kesehatan.

Niken Roscari dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien
Sebagai Konsumen Jasa Di Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan kitab

Undang-Undang Perdata”.'' Dalam skripsi tersebut fokus dalam perlindungan

di pelayaan medis dan ditinjau dari kitab undang-undang perdata. Yang

% Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press,
2009), hlm.3.

' Widiastuti, “Penerapan undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen Terhadap Hubungan Hukum Dokter dan Pasien”, (Semarang: Universitas Diponegoro),
Tesis, Tahun 2004.

" Niken Roscari, “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Di
Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan kitab Undang-Undang Perdata”, ( Surakarta: Universitas
Sebelas Maret Surakarta), Skripsi, Tahun 2010.



membedakan dari skripsi dari penulis susun adalah penyusun menitikberatkan
kepada perlindungan pasien di pengobatan tradisional dan juga melihat dari
segi undang-undang keschatan.

Skripsi Viky Pemuda Indra Sakti dengan judul “Perlindungan Hukum
Bagi Konsumen Pemanfaatan Pengobatan Tradisional (Studi Kasus Kelalaian
Pelaku Usaha Pembesaran Alat Vital Pria di Menteng)”.'> Dalam skripsi
tersebut fokus dalam perlindungan konsumen pengobatan tradisional dalam
studi kasus kelalaian pembesaran alat vital pria di Menteng. Yang
membedakan dari skripsis yang akan disusun adalah penyusun
menitikberatkan kepada perlindungan pasien di pengobatan tradisional dan
juga melihat dari segi undang-undang kesehatan.

Skripsi Annisa Sayyid dengan judul “Perlindungan Hak-Hak Pasien
Dalam Pelayanan Kesehatan Menurut Perspektif Hukum Islam”” dalam
skripsi tersebut fokus dalam perlindungan pasien ditinjau dari sudut pandang
hukum Islam. Yang membedakan dari skripsi yang akan di susun adalah
penyusun menitikberatkan kepada perlindungan pasien di pengobatan
tradisional dan juga melihat dari undang-undang kesehatan

Naila Nabilla dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap pasien

operasi Caesar dalam persetujuan tindakan medis (informed consent) di

"2 Viky Pemuda Indra Sakti, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemanfaatan
Pengobatan Tradisional (Studi Kasus Kelalaian Pelaku Usaga Pembesaran Alat Vital Pria di
Menteng”, (Depok: Universitas Indonesia), Skripsi, Tahun 2011.

3 Annisa Sayyid, “Perlindungan Hak-hak Pasien Dalam pelayanan Kesehatan Menurut
Perspektif Hukum Islam”, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), Skripsi, Tahun
2005.



rumah sakit umum daerah kalen kabupaten pekalongan™* Skripsi tersebut
menitik beratkan kepada perlindungan pasien operasi caesar dalam
persetujuan tindakan medis yang membedakan dari skripsi yang akan di susun
adalah penyusun menitik beratkan kepada perlindungan hukum pasien
terhadap jasa pengobatan tradisional dan juga melihat dari undang-undang

kesehatan.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoretik merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau
paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah
penelitian atau untuk merumuskan hipotesis. Penyajian landasan teoritik
dilakukan dengan pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan untuk
kemudian dipadukan dalam satu bangunan teori yang utuh."

Dalam hal ini penyusun akan menggunakan beberapa teori di
antaranya:

1. Teori Negara Hukum

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan

terjemahan langsung dari rechsstaat.'® Tstilah rechsstaat mulai populer di

'Y Naila Nabilla, “Perlindungan Terhadap Pasien Operasi Caesar Dalam Persetujuan
Tindakan Medis (Informed Consent) Dirumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten
Pekalongan”, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), Skripsi, Tahun 2014.

'S Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press,
2009), him. 4.

' Padmo Wahjono, Ilmu Negara Suatu Sistematik Dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara
Dari Jellinek, (Jakarta: Melaty Study Group, 1977), him. 72.



Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran itu sudah ada sejak lama.
Istilah The rule of law mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari
Albert Venn Dicey tahun 1885. Dari latar belakang sistem hukum yang
menopangnya, terdapat perbedaan antar konsep rechtsstaat dengan konsep
the rule of law, meskipun perkembangannya dewasa ini tidak di
permasalahkan lagi perbedaan di antara keduanya karena pada dasarnya
konsep itu mengarahkan dirinya pada sasaran utama yaitu pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun dengan sasaran
yang sama, keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri yaitu sistem

v
hukum sendiri.

Konsep rechsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang
absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep the rule of
law berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak dari isi atau kriteria
rechsstaat dan kriteria the rule of law. Konsep rechtsstaat bertumpu atas
sistem hukum kontinental yang di sebut civi/ law, sedangkan konsep rule
of law bertumpu atas sistem hukum yang di sebut common law,
karakteristik civil law adalah administratif, sedang karakteristik common

law adalah judicial."® Adapun ciri-ciri rechtsstaat adalah :

a. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat

ketentuan tertulis tentang hubungan antar penguasa dan rakyat;

'7 Philipus M.Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina
Ilmu, 1987), him. 72.

'8 Ibid., him. 72.
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b. Adanya pembagian kekuasaan negara;

c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Ciri-ciri di atas menunjukan bahwa ide sentral rechtsstaat adalah
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang
bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya undang-undang
dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan
dan bersamaan. Adanya pembagian kekuasaan untuk menghindari
penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang sangat cenderung pada
penyalahgunaan kekuasaan yang berarti pemerkosaan terhadap kebebasan

dan persamaan.

A.V. Dicey mengetengahkan tiga arti dari the rule of law sebagai

berikut: "

a. Supremasi of law (Supremasi Hukum)

b. Equality before of law (Persamaan di hadapan Hukum)

c. Due Proccess of Law(Proses Hukum)

Indonesia adalah negara hukum, hal ini berdasarkan pada Pasal 1
ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara
hukum. Berdasarkan teori negara hukum yang telah dijabarkan diatas, ciri

negara hukum pada dasarnya yaitu mengakui dan melindungi terhadap

 Ibid., him. 80.
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hak-hak asasi manusia. Dalam negara hukum yang dikembangkan AV
Dicey, terdapat supremasi hukum dan persamaan di hadapan hukum serta
adanya proses hukum, dalam hal ini pasien selaku konsumen perlu
mendapatkan haknya dalam pengobatan. Hal ini dikuatkan dengan adanya
perlindungan konsumen, pasien selaku konsumen mempunyai hak yang
sama dalam pengobatan dan perlu dijunjung tinggi hak-haknya jika suatu
waktu diciderai hak-haknya karena perlakuan yang didapatkan dari
pengobatan tradisional. Maka pasien yang menjadi korban tersebut, berhak
untuk mendapatkan perlindungan hukum, serta dapat mengadukan
kerugian hak-haknya untuk mendapatkan ganti rugi (dwangsom), dengan
adanya ganti rugi seorang pasien mendapatkan kepastian hukum baik
sebagai pasien, juga sebagai konsumen. Karena jika seseorang menjadi
pasien, ia berhak mendapatkan penanganan medis oleh ahlinya bukan dari
oknum yang menyamar menjadi ahli medis, baik sebagai dokter, perawat
atau tabib pengobatan tradisional. Hal ini juga mengakomodir jika suatu
waktu seseorang menjadi seorang konsumen, selaku konsumen, pasien

mendapatkan perlindungan hukum bagi konsumen.

Didalam negara hukum juga terdapat kepastian hukum. Hal ini
menandai adanya kepastian hukum bagi korban ataupun pelaku mengenai
pengobatan komplemeter tradisional-alternatif, dimana kepastian hukum
sebagai pelindung atau memberikan kewajiban bagi korban maupun

pelaku.
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2. Perlindungan Hukum

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk
mengatur hak-hak dan kewajiban. Agar masing-masing subyek hukum
dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya
secara wajar. Menurut Sudikno Mertokusumo, sebagaimana yang dikutip
dari bukunya Marwan Mas, menyebutkan, hukum berfungsi sebagai
perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia

terlindungi, hukum harus dilaksanakan.*

Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur dan instrument
perlindungan ini diarahkan pada tujuan untuk menciptakan suasana

hubungan hukum yang harmonis, seimbang, damai, dan adil.

Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia
dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan
manusia tertentu (baik materiil maupun ideal), kehormatan, kemerdekaan,
jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap yang merugikannya). Tujuan-
tujuan hukum itu akan tercapai jika masing-masing subjek hukum
mendapatkan hak secara wajar dan menjalankan kewajiban sesuai dengan

21
aturan hukum.

Pada prinsipnya, perlindungan hukum bertumpu dan bersumber

dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

*® Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), him. 116.

2 Satijipto Raharjo, /Imu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.
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Dalam perumusannya, prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia,
berlandaskan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Prinsip
perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.**

Negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga
negaranya. Maka, pemerintah sebagai organ perwakilan rakyat, diharuskan
untuk menjaga agar hak-hak warga negara dapat dijamin dan terlindungi.
Misalnya, dengan dibuatkan peraturan perundang-undangan untuk
melindungi hak-hak konsumen dari perbuatan melawan hukum yang

dilakukan oleh orang atau badan hukum.”

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pasien sebagai
konsumen jasa dalam pelayanan kesehatan. Erat kaitannya dengan
kepatuhan dari tenaga kesehatan terhadap profesinya dan peranan pasien
sebagai orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari pihak tenaga

kesehatan.

Perlindungan hukum terhadap pasien akan tercipta, apabila tenaga
kesehatan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan asas-asas pelayanan

kesehatan, meliputi: asas tepat waktu, asas legalitas, asas proporsionalitas,

22 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina
Ilmu, 1987), him. 38.

2 Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),
hlm. 279- 289.
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asas kejujuran, dan asas kebebasan memilih tindakan.”* Tujuan asas ini

untuk melindungi hak dan kewajiban pasien.

Adanya tanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan yang
diberikan kepada pasien oleh tenaga kesehatan menimbulkan terciptanya
perlindungan hukum bagi pasien. Ketika pasien mempertanyakan salah
satu hak dasar manusia yaitu hak untuk menentukan nasibnya sendiri tadi,
sebaliknya tenaga medis yang menentukan baik dan buruk berdasarkan
pertimbangan profesinya. Pertimbangan profesi ini menimbulkan ketaatan
seorang tenaga kesehatan terhadap profesinya, yang secara tidak langsung

menimbulkan adanya perlindungan hukum terhadap pasien itu sendiri.”

Etika profesi adalah norma, nilai, atau pola tingkah laku kelompok
profesi tertentu dalam memberikan pelayanan atau “jasa” kepada
masyarakat. Etika profesi kesehatan adalah norma-norma atau perilaku
bertindak bagi petugas atau profesi kesehatan dalam melayani kesehatan

masyarakat.*®

Selain itu, peran serta pasien untuk memperoleh perlindungan
hukum juga ikut menentukan perlindungan hukum. Untuk mendapatkan

haknya, pasien juga harus memenuhi kewajibannya, baik kewajiban moral

** Yusuf Sofie, Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumennya, (Bandung: Citra

Aditya Bakti, 2009), hlm. 124.

3 Soerjono Soekanto, Aspek Hukum dan Etika Kedokteran, (Jakarta: Grafiti Pers, 1983),

hlm. 26-27.

him. 36.

26 Soekidjo Notoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),
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maupun yuridis. Secara moral pasien berkewajiban memelihara kesehatan
dan menjalankan aturan-aturan perawatan sesuai dengan nasihat dokter
atau tenaga kesehatan. Secara yuridis, pasien berkewajiban memberikan
imbalan jasa, dan memberikan ganti rugi apabila tindakannya merugikan

dokter atau tenaga kesehatan.”’

Dari penjelasan diatas, perlindungan hukum dapat terjadi ketika
ada peraturan, norma sosial ataupun etika profesi yang dipegang oleh
kedua belah pihak, yaitu: tenaga kesehatan dan pasien.terhadap pasien

sebagai konsumen.
3. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan istilah untuk menggambarkan
hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian
atas penggunaan produk barang/jasa. Perlindungan konsumen mempunyai
cakupan yang sangat luas, meliputi perlindungan terhadap segala kerugian
akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Perlindungan perlu diberikan
kepada konsumen, sebab keberadaannya selalu berada pada kedudukan

yang lemah.”® Dalam bahasa Az Nasution, perlindungan konsumen ialah

7 Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2005), him. 34.

28 Burhanudin S, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal,
(Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 1.
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segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan

perlindungan bagi konsumen.*’

Konsumen sendiri merupakan istilah serapan dari bahasa asing,
yaitu: Bahasa Inggris consumer, dan Bahasa Belanda consument. Secara
harfiah diartikan sebagai orang atau perusahaan yang membeli barang
tertentu atau menggunakan jasa tertentu, atau sesuatu, atau seseorang yang

menggunakan suatu persediaan, atau sejumlah barang.*

Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
menyebutkan dalam Pasal 1 ayat (2): “konsumen adalah setiap orang
pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain

s 31

dan tidak untuk di perdagangkan”.

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi
yang di perdagangkan dalam masyarakat untuk di manfaatkan konsumen,
contohnya jasa pengacara , dokter, guru, dan lain sebagainya.’”
Berdasarkan pengertian tersebut, subyek yang disebut sebagai konsumen

berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa.

2 Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet Ke 2, (Jakarta: Diadit Media,
2002), hlm. 53.

3 Abdullah Hakim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen, (Kalimantan Selatan:
FH Unlan Press, 2008), him. 7.

3! Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen.

32 Tri Kunawangsih, Aspek Dasar Ekonomi Mikro, (Jakarta: Grasindo, 2006), him. 105.
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Dari pengertian di atas, dapat di simpulkan pasien adalah seorang
konsumen, karena dalam hal ini ia merupakan seorang pemakai jasa yaitu
jasa tenaga kesehatan. Pasien sebagai konsumen dalam jasa pelayanan
kesehatan dapat dikategorikan sebagai konsumen akhir, karena pasien

tidak termasuk dalam bagian produksi.33

F. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Maka
yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder kemudian dilanjutkan
dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap
masyarakat. Penelitian hukum empiris juga bisa digunakan untuk
mengukur efektifitas suatu peraturan tertentu ketika berada di tengah -

tengah masyarakat.3 4

2. Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian yang di gunakan adalah deskriptif-analisis.
Soerjono soekamto menyatakan bahwa penelitian berbentuk deskriptif
bertujuan menggambarkan realitas objek yang di teliti, dalam rangka

menemukan diantara dua gejala dengan memberikan gambaran secara

3 Eddi Junaidi, Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medic, (Jakarta: Rajawali Pers,
2011), hlm. 27.

3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1982), him. 52 -
53.
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sistematis, mengenai peraturan hukum dan fakta-fakta sebagai pelaksanaan

> Dalam hal ini

peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan.’
adalah Perlindungan Pasien Terhadap Jasa Pengobatan Tradisional (Studi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

data primer dan data sekunder.

a. Data Primer
Data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di
lapangan dengan cara melakukan wawancara terhadap narasumber
tentang obyek yang diteliti, maupun mengambil data secara
langsung dari:
1) Dinas Kesehatan D.I Yogyakarta;
2) Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional;
b. Data Sekunder
1) Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan,
antara lain sebagai berikut :
a) Undang - Undang Dasar 1945;

b) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

3Ibid , hlm. 96.
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¢) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen;

d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan;

e) Peraturan Pemerintah Nomor 103 tentang Pelayanan
Pengobatan Tradisional;

2) Bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah yang memberikan
penjelasan dan tafsiran terhadap sumber bahan hukum primer
seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media
cetak dan elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum
serta simposium yang dilakukan pakar terkait dengan

pembahasan.*

4. Metode Analisis Data
Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu
metode analisis yang pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis,
analisis dengan logika, dengan induksi, analogi / interpretasi,
komparasi dan sejenisnya. Metode berfikir yang dipergunakan adalah
metode induktif, yaitu dari data / fakta menuju ke tingkat abstraksi
yang lebih tinggi, termasuk juga melakukan sintesis dan

mengembangkan teori (bila diperlukan dan datanya menunjang). Dari

36

Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang:
Bayumedia, 2006), him. 392.
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analisis tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban

atas permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan untuk
memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, penulisan
hukum ini 5 (lima) bab dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Pada bab pertama, berisikan pendahuluan yang meliputi latar
belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah
pustaka kerangka teoritik, metode penelitian, pendekatan masalah dan
sistematika penulisan hukum.

Pada bab kedua, berisikan teori-teori mengenai pengertian, asas,
tujuan, dan rasio hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban
konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi
pelaku usaha.

Pada bab ketiga, berisikan mengenai tinjauan umum tentang jasa
pengobatan tradisional, dasar hukum pemberian jasa pengobatan
tradisional, fasilitas kesehatan yang dapat memberikan layanan, peran
pembinaan dan pengawasan pemerintah di bidang kesehatan.

Pada bab keempat, berisikan analisis perlindungan hukum pasien
terhadap jasa pengobatan tradisional. Serta kendala-kendala yang terjadi
terhadap perlindungan pasien dalam pelayanan jasa pengobatan

tradisional.
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Pada bab kelima adalah bab penutup, yang mana dalam bab ini
berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini merupakan jawaban

dari pokok masalah yang ada pada bab pertama.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan pasien dilihat dari wewenangan pemerintah dalam
perlindungan hukum pelayanan kesehatan tradisional dapat dikaji berdasarkan
Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu pemerintah
melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan tradisional.
Penyehat tradisioal dan tenaga kesehatan tradisional yang sudah memenuhi
kopetensi wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota
yang nantinya penyehat tradisional akan memiliki STPT bagi pelayanan
kesehatan tradisional empiris dan tenaga Kesehatan tradisional akan memiliki
STRTKT bagi pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Bentuk
pembinaan, Setelah terdaftar pemerintah akan melakukan pembinaan berupa
penambahan kopetensi, seminar-seminar dan lain-lain. Bentuk Pengawasan
sendiri merupakan tindak lanjut setelah pembinaan, setelah diterbitkanya izin
berupa STPT dan STRTKT akan dilakukan pertemuan-pertemuan antara pihak
yang terkait, pemantauan secara berkala, serta memperbarui ijin untuk STPT
dan STRTKT, jika tenaga kesehatan tradisional dan penyehat tradisional tidak
memiliki izin berupa STPT dan STRTKT maka pengobatan tradisional
tersebut dianggap ilegal. Bentuk perlindung hukum selanjutnya di lihat dari

tanggung jawab pelayanan kesehatan, penyehat tradisional dan tenaga
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kesehatan tradisional harus memenuhi hak-hak para pasien sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Kendala yang di alami, Pelaku Pengobatan tradisional masih terus
melanggar hak dan kewajiban, pemerintah akan bertindak tegas. Mulai dari
pemberian sanksi berupa denda, dipidanakan, sampai penutupan praktek
pengobatan tradisional, namun banyak juga yang tidak kapok setelah
mendapatkan hukuman. ketika praktek pengobatannya ditutup oleh
poemerintah, pengobatan tradisional akan berpindah tempat ke daerah lain.

Kasus seperti ini yang banyak terjadi di lapangan.

B. Saran
1. Pemerintah:

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa UU Kesehatan tidak dapat
mengakomodasi penuh kepentingan stakeholders pelayanan kesehatan
tradisional. Oleh karena itu, pemerintah baik DPR maupun Presiden
bersama-sama membentuk suatu undang-undang baru khusus tentang
pelayanan kesehatan tradisional yang dapat melakukan pengaturan secara
menyeluruh.

Pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan hendaknya melakukan
kerja sama dengan asosiasi pelayanan kesehatan tradisional atau organisasi
professional untuk menetapkan suatu standar pelayanan yang dapat

memberikan perlindungan hukum khususnya untuk pelayanan kesehatan
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tradisional empiris yang masih belum memiliki standar pelayanan minimal
dikarenakan keterampilannya berasal dari pengalaman turun temurun.

Perlu mengkaji ulang sistem perizinan pelayanan kesehatan
tradisional empiris karena sistem pendaftaran untuk melakukan pelayanan
kesehatan tradisional tidak memberikan perlindungan hukum dan
kepastian hukum bagi masyarakat.

Pemerintah perlu melakukan pembinaan terhadap pelayanan
kesehatan empiris misalnya dengan menyediakan lapangan pendidikan
untuk meningkatkan standar pendidikan dan standar kompetensi pelayanan

kesehatan empiris.

2. Penyehat Tradisional Dan Tenaga Kesehatan Tradisional:

Penyehat tradisional maupun tenaga kesehatan tradisional harus selalu
mengembangkan standar pendidikan dan standar kompetensinya untuk
semakin meningkatkan derajat pelayanan kesehatan tradisional. Penyechat
tradisional maupun tenaga kesehatan tradisional harus memiliki SOP yang
jelas dalam melayani pasien/ kliennya. Penyehat tradisional maupun tenaga
kesehatan tradisional harus selalu melayani pasien dengan prinsip kehati-
hatian agar tidak terjadi malpraktik. Penyehat tradisional maupun tenaga
kesehatan tradisional harus menghormati setiap hak pasien dan memenuhi

kewajibannya sebagai pemberi layanan.
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3. masyarakat:

Masyarakat harus mencari informasi yang selengkapnya apabila akan
memilih salah satu pelayanan kesehatan tradisional. Masyarakat harus
menajadi pasien atau klien atau konsumen yang bijak dalam memilih
pelayanan kesehatan tradisional terbaik bagi dirinya. Masyarakat jangan
mudah terpengaruh oleh iklan-iklan pengobatan kesehatan tradisional yang
berlebihan dan tidak wajar seperti jaminan kesembuhan 100% atau diskon
yang tinggi untuk suatu pelayanan kesehatan tradisional. Masyarakat harus
waspada dan bijak terhadap peredaran obat tradisional. Ketika melakukan
pemakaian obat tradisional, masyarakat harus waspada dan bijak dengan
memperhatikan standar suatu obat tradisional seperti pencantuman no
pendaftaran obat tradisional, label halal, komposisi obat dan standar obat

lainnya.
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Lampiran

Pedoman Wawancara Penelitian (Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta)

A. Biodata Informan

Nama

Umur

Jenis Kelamin :

Status

Alamat
Pendidikan

Jabatan

B. Pertanyaan Penelitian

1.

Bagaimana peran pemerintah atau dinas kesehatan dalam
usaha/praktek pengobatan traidisioanal?

Bagaimana pemerintah atau dinas kesehatan mengawasi kegiatan
pengobatan tradisional?

Adakah peraturan pemerintah DIY yang kusus mengatur mengenai
praktek pengobatan tradisional.

Bagaimana bentuk / cara memberikan ijin kepada pelaku usaha
pengobatan tradisional ?, dan apakah juga ada ijin kusus bagi pelaku
usaha yang menggunakan alat / teknologi?

Apakah ada lembaga pemerintah lain yang bisa memberikan ijin
pengobatan tradisional?

Jika ada pelaku usaha pengobatan tradisional yang tidak memiliki ijin.
Bagaimana lembaga pemerintah bertindak? Dan apa sangsinya?
Dalam praktek pelayanan tradisional yang menggunakan ramuan / obat
tradisional, apakah pemerintah mengawasi dan menjamin
pengembangan serta memelihara bahan baku tradisional?. Caranya?
Apakah lembaga pemerintah melakukan pengamanan terhadap sediaan

farmasi dan alat kesehatan yang di gunakan pelaku usaha?



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Bagaimana langkah lembaga pemerintah mengetahui persediaan
farmasi berupa obat tradisional dan alat kesehatan telah memenuhi
standar atau persyaratan ?

Apakah pemerintah menjamin bahwa alat kesehatan yang beredar
mendapat ijin edar?

Bagaimana langkah pemerintah apabila menemukan peredaran alat
kesehatan terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu/ keamanan/
kemanfaatan?. Bagaimana jika alat tersebut telah memiliki ijin edar?
Adakah ketentuan kusus peraturan mengenai keahlian pengobatan
tradisional?

Bagaimana lembaga pemerintah memberikan informasi dalam
penyelenggaraan upaya kesehatan yang efektif dan efisien ?
Bagaimana prosedur penyelenggaraan praktik tradisional mengajukan
ijin usaha dari pemerintah ?

Apakah ada kode etik kusus bagi para pelaku usaha dalam
menjalankan pelayaan tradisonal?

Adakah peran pemerintah terhadap pasien yang mengalami kerugian
akibat pelayaan pengobatan tradisional?

Apakah peran pemerintah terhadap pasien yang menuntut ganti rugi
terhadap pelayaan tradisional?

Kendala kendala apa saja yang sering terjadi dalam pengawasan
praktek pengobatan tradisional?

Hambatan-hambatan apa saja yang di alami pemerintah atau dinas

kesehatan dalam kaitanya pengobatan tradisional?



Pedoman Wawancara Penelitian (Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional

Pijat Shiatsu Yogyakarta)

A. Biodata Informan
Nama
Umur
Jeis Kelamin
Status
Alamat
Pendidikan

B. Pertanyaan Penelitian

1. Siapa nama bapak?

2. Dimana tempat tinggal bapak?

3. Seak kapan bapak menjalankan usaha pengobatan tradisional ini?

4. Apa nama usaha praktek pengobatan tradisional bapak ini?

5. Dalam pelayanan pengobatan tradisional apakah menggunakan
ketrampilan atau ramuan?

6. Menurut bapak, apakah praktek pengobatan tradisional yang telah
dijalankan bapak selama ini tidak melanggar norma agama?

7. Dalam pelayanannya, praktek pengobatan tradisional ini apakah
menggunakan alat / teknologi? Apakah sudah mendapatkan ijin dari
lembaga yang berwenang?

8. Menurut bapak, apakah praktek pengobatan tradisional menggunakan
obat atau ramuan? Jika iya, apakah aman digunakan?

9. Jika penggunaan obat tradisional tersebut, apakah sudah memenuhi
standar / persyaratan yang telah ditentukan oleh lembaga yang
berwenang?

10. Apakah alat yang dgunakan dalam pelayanan kesehatan sudah

memiliki ijin edar?



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

Dalam menjalankan praktek pengobatan tradisional, apakah bapak
mempunyai keahlian? Jika iya, didapatkan darimana? Sejak kapan?
Sebagai pelaku pengobatan tradisional, bagaimana upaya bapak
memerikan informasi kepada masyarakat?

Dalam menjalankan praktek pngobatan tradisional, apakah ada
keahlian lain yang bapak miliki?

Apakah dalam menjalankan praktek pengobatan tradisional sudah
mendapat ijin dari pemerintah? Jika Iya, apa bentuknya?

Apakah dalam praktek pelayanan pengobatan tradisional, bapak
mengetahui kode etik profesi bapak?Jika Iya, bagaimana?

Apakah selama menjalankan praktek pelayanan pengobatan, bapak
perah mendapatkan penolakan dari pasien?

Apakah bapak menjaga kerahasiaan kondisi pasien bapak?

Selama menjalankan praktek pengobatan tradisional, pernahkah ada
pasien yang menderita kerugian akibat pelayanan pengobatan dari
bapak?

Apakah pasien tersebut meminta ganti rugi kepada bapak?

Apa bentuknya ganti rugi tersebut dan bagaimana tata caranya?



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J1. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta — 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 30 Maret 2017

Kepada Yth. .
Nomor 1 074/3217/Kesbangpoli2017 1. Kepala Dinas Kesehatan DIY
Perihal : Rekomendasi Penelitian di Yogyakarta

2. Bupati Sleman
Up. Kepala Badan Kesbangpol Sleman

di Sleman
Memperhatikan surat :
Dari :  Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor :  B-878/Un.02/Ds.1/PN.00/3/2017
Tanggal : 17 Maret 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelsh mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan
surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka
penyusunan skripsi dengan judul proposal :"PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN
TERHADAP JASA PENGOBATAN TRADISIONAL (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR
36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN)" kepada:

Nama :  ARDHI KUSUMA
NIM ;10340133
No.HP/Identitas :  (0896060684888/3304052009910002
Prodifdurusan : limu Hukum
Fakultas :  Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : - Dinas Kesehatan DIY
- Jasa Pijat Shiatsu Tunarietra Gamping
Waktu Penelitian : 30 Maret 2017 s.d 30 Agustus 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat
memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1.  Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah
riset/penelitian;

2 Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada

kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;

Menyerahkan hasil riset/peneiitian kepada Badan Kesbangpol DIY.

Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan

surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya

surat rekomendasi ini.

ot

Rekomendasi ljin Riset/Perelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang
tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan makium.

ey *

R -'m} ii“ .

A #607026 199203 1 004

I Z
\\E\EE/,

Tembusan di ik Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga,
3. Yang bersangkutan.
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waf | FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Gio Alamat : JI. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax (0274)545614
hitp./syanah.uin-suka.acid Yogyakarta 55281

No. : B-&79/Un 02/DS.1/PN.00/ 3 2017 17 Maret 2017
Hal  : Permohonan Iin Penelition

Kepada

Yth. Gubernur Paerah Istimewa Yogyakarta
C.q. Kepala KESBANGPOL DIY

di. Yogyakarta
Assalamu’alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada
Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga scbagaimana yang tersebut di bawah ini :

No | Nama NINM JURUSAN
1. | Ardhi Kusuma 10340133 [Imu Hukum
Untuk mengadakan penelitian di :

l. Dinas Kesehatan Provinsi D.1 Yogyakarta
2. Jasa pijat Siatsu Tunanetra Gamping

guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah
(Skripsi)  yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN TERHADAP JASA
PENGOBATAN TRADISIONAL (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN)™

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu® alaikurn wr.wh.
= _-‘ % P % .
fakil e an Riddng Akademik,
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Tembusan i '

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
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l ]Io Alamat : JI. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
hitp:/fsyaniah. uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

No. : B-67¢ /Un.02/DS.1/PN.O0/ 3 /2017 17 Maret 2017
Hal  : Permohonan Izin Penelitian

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kesehatan D.1 Yogyakarta

di. Yogyakarta

Assalamu’alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada
?apak/lbu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No. Nams NIM Jurusan

1. Ardhi Kusuma 10340133 Tlmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Dinas Kesehatan D1 Yogyakarta guna
mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Timiah (Skripsi) yang
berjudul  “PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN TERHADAP JASA PENGOBATAN
TRADISIONAL (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG
KESEHATAN)”

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
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Dio Alamat : JI. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614

hitp://syariah. uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

No. : B-®4@ /Un02/DS.1/PN.O0/3 12017 17 Maret 2017
Hal  : Permohonan Izin Penelitian
Kepada
Yth. Jasa pijat Siatsu Tunanetra Gamping
di. Yogyakarta

Assalamu’alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada
Bapak/lbu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No. Nama NIM Jurusan
1 Ardhi Kusuma 10340133 Imu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Jasa pijat Siatsu Tunanetra Gamping guna mendapatkan
data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Iimiah (Skripsi) yang berjudul
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